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GAMBARAN UMUM

il
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Domain Layanan Memiliki Bobot 45,5% pada
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Merupakan penerapan/penggunaan terhadap layanan/aplikasi sejenis, baik yang
dikembangkan oleh IPPD atau menggunakan Aplikasi Umum/Pusat/Instansi lain.
Penilaian dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis (kemampuan/fitur
teknis) yang dimiliki layanan/aplikasi tersebut berdasarkan kriteria tingkat
kematangan yang telah ditetapkan, yaitu: Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi
dan Optimum.
Data Pendukung berupa:

O Screenshot,

O buku manual/video tutorial pengoperasian aplikasi,

O SOP aplikasi/ arsitektur aplikasi/dokumentasi yang dapat menunjukkan

kemampuan/fitur teknis yang dimaksud.
o Dokumentasi hasil reviu berupa notulensi, surat undangan, dan lain sebagainya
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DAFTAR INDIKATOR

LAYANAN PERENCANAAN

LAYANAN PENGANGGARAN

LAYANAN KEUANGAN

LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

LAYANAN KEPEGAWAIAN

LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

LAYANAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Setiap Indikator Layanan Berbobot 2.75% /[ 3% e f.
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LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA
ORGANISASI

LAYANAN KINERJA PEGAWAI
LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN DATA TERBUKA

LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)

LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1
LAYANAN PUBLIK SEKTOR 2

LAYANAN PUBLIK SEKTOR 3



Capaian Nasional 2021 2022

DOMAIN LAYANAN

Pada Rerata Indeks
Domain Layanan SPBE

O]
072
03
04

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih
lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain
Kebijakan

Lebih dari 80% pada Kementerian, LPNK, Pemprov
dan Pemkot telah mencapai nilai Baik

Kelompok Lembaga Lainnya dan Pemkab masih
dibawah 70% yang telah mencapai predikat Baik

Instansi  2021: 3,15
Pusat 2022: 3,36 Daerah

2,81 | 2,96

t é (<3 %
3 $

Pemerintah 2021: 2,74
2022: 2,88

PERSENTASE DOMAIN LAYANAN SPBE

B Indeks >=2,6 M Indeks <2,6

97,06%

KEMENTERIAN LPNK LEMBAGA PROVINSI KABUPATEN KOTA
LAINNYA

Legend:
= LPNK:Lembaga Pemerintah Non Kementerian
= Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.



Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan

Level

Kapabilitas

Keterangan

Informatif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

Ciri-ciri Umum: website satu arah, halaman statis, hanya menampilkan informasi-informasi.

Keyword: halaman statis, web-portal

Interaktif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

Ciri-ciri Umum: tersedianya fitur komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian

Keyword: komentar, live chat, pencarian, formulir

Transaksi

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

Ciri-ciri umum: adanya aliran data di dalam satu aplikasi, hal ini biasanya terwakili melalui fitur approval, validasi, tracking, analisis basis
data

Keyword: approve, setujui, reject, tolak, lacak, dashboard




Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan

Level

Kapabilitas

Keterangan

Kolaboratif

Penjelasan: Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi antar layanan SPBE

Cirt umum: terdapat bentuk aliran data seperti pada tingkat 3, namun berlaku antar aplikasi. Adanya service/data yang
diambil dari layanan SPBE yang berbeda.

Keyword: API, service, POST, GET, JSON

Optimal

Penjelasan: Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan
kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

Ciri-ciri Umum: terdapat aplikasi yang telah diperbarui (versi terbaru), dengan syarat aplikasi sebelumnya telah
memenuhi tingkat 4, optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan

Keyword: update, upgrade, versioning, patch, SE, SOP, manual, helpdesk




PEMENUHAN KRITERIA UMUM Ryorois 2
ASPEKLAYANAN

(SEDERHANA)

user layanan

o 1B
oO—1B

O— 1 &
O

Memberikan informasi 1 arah

Pecarian informasi, pengunggahan dokumen
perencanaan, dan pengunduhan dokumen

Layanan transaksi kepada pengguna terkait
perencanaan kegiatan pemerintah seperti
transaksi basis data, validasi data,
mekanisme persetujuan, dan analitik data

Layanan kolaborasi dengan layanan
elektronik lain (integrasi basis data/
middleware/layanan)

Dipantau, dinilai dan dievaluasi
Berkala, ditindaklanjuti

Qe «c@eb «@



4 panrd Contoh Data Dukung Aspek Layanan SPBE A
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* Level 1

SR' KAN Dl Layanan Berbasis Elektronik

el e e S i .hanya me.mber[kan Iz?yanan
informasi terkait kegiatan
pemerintah.

Kriteria: Informatif (satu arah)

L2CO

Copyright © Pemermtah imdonasis 9 - i




% cpiKaND = Dasko o

@ esiperis ux Template Naskah Dinas - it o2 Template Naskah Dinas
RES Arsiparis
User/Staff Klik Menu Ungq;fl\at;nﬁaprllate
Tempal_te —~ Unggah File
MNaskah Dinas
Klik Menu \
Tempalte 0 2 | entries Search: Dapat
Naskah Dinas melakukan edit,
1 — unduh, dan
— Registrasi Naskah Keluar Ho +  Mama File Jenis Naskah File[MB) Tanggal Registrasi o ] / hapus template
== Daftar Naskah Masuk 1 Surst Dinas.docx SURAT DINAS 0.26 MB 12/11/2020 1 Bn
== Daftar Naskah Ksluar
2 Undangan Intemnal (1].doox LMDANGAN INTERNAL 0.02 MB 12/11/2020 = Bu
— far
3 Konsep Undangan Eksternal.docx UNDANGAN EKSTERNAL 0.26 MB 12/11/2020 e Bu
- ATLAr D
a Mota Dinas.doc NOTA DINAS 0.03 MB 12/11/2020 v En

Showing 1 to 4 of 4 entries T — - Next

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan
interaksi terkait urusan pemerintahan

Fitur: pencarian informasi, pengunggahan
dokumen, dan pengunduhan dokumen.

Kriteria: Interaktif (dua arah)



Home | Konsep Naskah Keluar

panrb Konsep Naskah Keluar

DAN REFORMASI BIROKRAS! Buat Konsep Naskah Konsep Naskah Keluar

Folder Show 1w & entries Search:
& Masksah Kelual
Tanggal
™ Konsep No +  Registrasi Nomor Naskah Pengirim Tujuan Hal Posisi { -at
1 04/12/2020 DLOLOZ/054/2020  Drs. M. Imam 1.Dr. Andi Kasman,  unda
Mulyantono, SE, MM, Deputi inter
MAP Bidang Informas! MAP,Ke .o Pusat
Kepala Pusat dan Pengembangan Data dan Informas!
Data dan Sistem Hearsipan 4
Infarmasi
2 03/12,/2020 DILo0/254/2020 Drs. M. Imam 1. Drs. Amieka Ujicoba Nota 1.Dvs. M. Imam Proses Verifikas!
Mulyantoneo, Hasraf, MM., Dinas Solihin Mulyantono,
Map Direktur Kaarsipan MAP, Kepala Pusat

Kepalo Pusat Doerah il Dote dan Informosi
Dota dan 2. Dr. Muhanmmad v

Informesi Sumitro, 5H, MAP,
Doe

3. Sarip Hidayat,
Kepala Biro Umum

Layanan Berbasis Elektronik o A
. . Konsep Naskah Keluar Hor X
memberikan layanan transaksi kepada

peng g una Nomor Naskah : D1.01.02/054/2020
ks
v

Pengirim Nomor Agenda : - Status Periksa: [ Seten Dipoisa |

GAN INTERNAL

Drs. M. Imam Mulyantono, MAP, Jenis Naskah: UNDAN

Fitur: transaksi basis data, validasi a7 e e
Urgensi: BIASA
Sifat: BIASA

data, mekanisme persetujuan, dan ! st
analitik data. N No Referensi: -

Unit Persuratan: Kepala Pusat Dats dan Informas:

Tujuan:
1.Dr. Andi Kasman, SE, MM, D=puti Bidang Informasi don Pengembangan Sistern Kearsipan DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIFAN

L3 o . = -
Kriteria: Transaksi
Hal :undangan intemal IPSK
Isi Ringkas :-undangan internal IPSK

File Naskah :
No Nama Naskah Dibuat Oleh Tanggal Ukuran File Alesi

1 DRAFT-Undangan internal (1).docx Sekretaris. pusdatin Jumat, 04/12/2020 00:00:00 0.02MB s



Body Cookies (2) Headers (10) Test Results

I evel 4 Pretty Raw Preview Visualize JSON v =5

. . 1

Layanan Berbasis Elektronik 2 "id_user": "1776",

memberikan layanan kolaborasi 3 "nama_user": "Tim Evaluasi SPBE",

dengan |ayanan elektronik Iain, 4 “lesername“: "timevalspbe",

. . . 5 “id: role": "5":
layanan sejenis IPPD lain, dan/atau . “institution. id": null.
layanan berbeda SPBE IPPD lain. 7 "code": null,
8 "nama_instansi": null
o o . 9
Kriteria: Kolaboratif u
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Gambar 11. API Integrasi Aplikasi Kearsipan Sejenis



Tampilan Fitur Setelah

Update

Persetujuan Konsep Naskah

Kelerangan

tolong sepera diprases

File Draft/Final Maskah

Pilih File | Undangan Internal (1].docx

Mizx, SMB
..-_-..
i Tandatangani secara digital

X Eembali

Level 5

Layanan Berbasis Elektronik telah
dilakukan perbaikan berdasarkan
hasil reviu dan evaluasi terhadap
perubahan lingkungan, peraturan
perundang-undangan, teknologi
atau kebutuhan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria: Optimal

Tampilan Fitur Setelah S
Update

Pardda Flajal Pl b Do g Mjssharss i by i

AT PELETERT AT SR Tyl ST TR

R

Tanda Tangan
Elektronik

KOP SURAT

Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

Hasil kegiatan

NOTULEN RAPAT
Kamis, 1 April 2021
¢ Pukul 10.00 WIB
:  Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo

© Judul Kegiatan Reviu

Dokumen Resmi Reviu
dan Evaluasi Aplikasi

ISIAN HASIL REVIU

Tempat dan Tanggal

TTD
Pejabat



Daftar Aplikasi Umum yang telah ditetapkan

LAPOR-SP4N
KepmenPANRB No0.680/2020

Aplikasi Umum
Bidang
Pengaduan
Pelayanan Publik

SRIKANDI SPSE
KepmenPANRB KepmenPANRB No.1148/2021
N0.679/2020

Sistem infoRmasl KeArsipaN Dinamis terintegrasl

Aplikasi Umum

Aplikasi Umum Bidang
Bidang Kearsipan Pengadaan
Dinamis Barang dan Jasa

Pemerintah




*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Layanan Pengaduan

_ SP4N - LAPOR
Pelayanan Publik
Layanan Kearsipan Dinamis SRIKANDI Aplikasi Umum
Layanan Pengadaan Barang

SPSE

dan Jasa
Layanan Perencanaan, SIPD Bukti Pemanfaatan Aplikasi
Penganggaran, dan Keuangan oleh IPPD
Layanan Penganggaran, SIMDA
Keuangan, dan Pengadaan Aplikasi Berbagi Pakai yang
BMD Dimiliki Pemerintah Pusat
Layanan Perencanaan dan KRISNA

Penganggaran

Layanan Keuangan SAKTI



*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

SAPK
Layanan Kepegawaian SIASN

SIMPEGNAS
Layanan Kearsipan Dinamis SRIKANDI

SIMAK BMN/SIMDA BMD
Layanan Pengelolaan BMN/BMD SIAP BMD

SIMAN
Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh

e-Audit Pemerintah Pusat IPPD

Layanan Pengawasan Internal )
Gol Online KPK

Pemerintah

E-Pengawasan
Layanan Akuntabilitas Kinerja e-Sakip Reviu
Organisasi e-MONEV
Layanan Kinerja Pegawai SIMPEGNAS

Layanan Data Terbuka Satu Data Indonesia



\§g panrb *Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai -

uuuuuuuuuuuuuuuuuu

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang
sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Nama Aplikasi Jenis Aplikasi Data Dukung

0SS Aplikasi Berbagi Pakai yang Bukti Pemanfaatan Aplikasi

Layanan Publik Sektoral
SiCantik Dimiliki Pemerintah Pusat oleh IPPD




DAN REFORMAS! BIROKRAS!

ponrd Contoh Data Dukung Domain Layanan
(Untuk Aplikasi Umum dan Aplikasi Berbagi Pakai)

#® 1PSE Kabupaten Katingan: x =+ - jul x

< (@] O&\Ipse.=o.\'d/eproc4/home S b BBl e BBt b it e e e e e — — — — — s —— — — — — — — — — —

BERANDA DAFTAR PAKET LOG AKSES ‘GANTI PASSWORD

B 5 Peunponuraan ) svttes o rocuromen ey

Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM - Pejabat Pembuat Komitmen

Tender Non Tendg Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola

Paks~. render PPK

Tampilan 25 v data Cari: | Kode Tender, Nama TerM

Kode Tender 15 Nama Tender Tahap Dokumen

3491438 Belanja Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Masional, dan Seragam Pramuka SMP/MTS mm Tender Sudah Selesai

3490438 Belanja Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Nasional, dan Seragam Pramuka SD/MI mm Tender Sudah Selesai

3489438 Tender Sudah Selesai

Belanja Barang Hibah yang diserahkan kepada pihak Masyarakat/Pihak Ketiga (Pakaian Batik, Olah Raga, Seragam Nasional, dan

Seragam Pramuka SD/MI, SMPMTS) [EEEES

3487438 Pembangunan Gedung SDN Baun Bango mm Tender Sudah Selesai

3183438 Pengadaan Jaringan Komputer (UNBK) di SMPN Kabupaten Katingan mm Tender Sudah Selesai

3160438 Belanja jasa konsultansi pendampingan pengadaan aplikasi dana BOS m@ Tender Sudah Selesai

3158438 Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah SDN Baun Bango dan WC beserta sanitasinya m@ Tender Sudah Selesai

Penyajian bukti dukung

yang menunjukkan
bahwa IPPD telah

: T — ] menggunakan Aplikasi
CBEHQ@C-~a " @ J @ocram ~ 3w ¢ 2% g | Umum yang telah

o - ditetapkan.

Pengadaan P.C Unit/ Komputer Dastop All One (Inovasi) untuk Sekolah Jenjang SD/SMP Kecamatan Katingan Hihrmm Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesg

1749438 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP Negeri se Kabupaten Katingan-Pakaian Batik SMP/MTs, Pakaian Olah Raga SMP/MTs, Seragam

asional SMP/MTs, Seragam Pramuka SMP/MTs BESELTRELEGELES

1737438 Pengadaan #fder Sudah Selesai

1734438 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD Negeri se Kabupate




Contoh Data Dukung Domain Layanan
(Untuk Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai)

| o |

I | |
D (16) WhatsApp X B Sistem Informasi Pemerintahar X 4 | I = J X (

|

= C O B8 https/Seeemem=2ab sipd kemendagri.go.id/daerah/main? jwcUE@ @8cKFuGFDCQIZPRkHK 1fOgHmMSm

o SIPD - ).
@ RKPD : - eem——

Previous 1 Tex ta

39 —

Hari Jam Menit
Tahap Sub Tahap Status Jadwal Mulai Jadwal Selesai \ J

Show |20 v |entries

o
~
RKPD Rancangan Akhir - Pra Ranhir Aktif 01/05/2021 00:00 07/06/2021 23:00 55
RKPD Musrenbang - Masa Musrenbang Kabupaten Selesai 01/04/2021 00:00 30/04/2021 23:00

RKPD Rancangan - Forum Gabungan Perangkat Daerah Selesai 17/03/2021 00:00 31/03/2021 00:00 Penyajlan bUktI
dukung yang
RKPD Rancangan Awal - Pra Forum Gabungan Perangkat Sifas 08/03/2021 00:00 10/03/2021 15:00 H
Daerah S/52/R021.0009 menunjukkan bahwa
IPPD telah
Rancangan Awal - Ranwal RKPD Pra Musrenbang e A A A P = v
o > menggunakan

Showing 1 to 5 of 5 entries \ % Previous [ ¥ Next Last Ap I | kaS| b er b ag |

pakai yang
disediakan
pemerintah pusat

nK¥nn

i
J

= q m ‘t.\ Tr!7 G w X g. A x & '_W > F_‘ M EZ

o 6/3/2021
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Layanan Perencanaan
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LAYANAN PERENCANAAN

“Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang
efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan keluaran yang
dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan
perencanaan IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

« Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

o« Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan IPPD

o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas
kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

(@)




Ruang - Layanan perencanaan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada
Lingkup unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas
fungsi teknis

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

- Penjelasan mengenai penerapan

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 32: Layanan Perencanaan




AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

REFERENSI LAYANAN PERENCANAAN

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Perencanaan Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan jumlah
perencanaan kegiatan yang
tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi perencanaan
kegiatan pada IPPD yang
ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki
Layanan Perencanaan
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan
interaksi seperti mencari
informasi dan mengunduh e-
dokumen terkait
perencanaan kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat dokumentasi
yang menggambarkan
adanya fungsi yang
disajikan oleh sistem
aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada
fitur pencarian, upload
dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi perencanaan kegiatan
dan sistem dapat merespon pengguna dengan
mekanisme persetujuan dan validasi
perencanaan kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
perencanaan, penganggaran, keuangan dan/atau dengan
Layanan Perencanaan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan
telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa
optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun
manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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Layanan Penganggaran
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LAYANAN PENGANGGARAN

“Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang
efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik adalah keluaran yang
dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan
Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah.”

TUJUAN/MANFAAT

« Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah
daerah.

o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas
kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

(@)




Ruang - Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
Lingkup pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

- Penjelasan mengenai penerapan

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 33: Layanan Penganggaran




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN PENGANGGARAN

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 32

Layanan penganggaran

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
penganggaran Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan jumlah
penganggaran kegiatan yang
tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi penganggaran
kegiatan pada IPPD yang
ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki
Layanan penganggaran
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan
interaksi seperti mencari
informasi dan mengunduh e-
dokumen terkait
penganggaran kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat dokumentasi
yang menggambarkan
adanya fungsi yang
disajikan oleh sistem
aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada
fitur pencarian, upload
dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi penganggaran kegiatan
dan sistem dapat merespon pengguna dengan
mekanisme persetujuan dan validasi
penganggaran kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 33

Layanan penganggaran

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan
penganggaran IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan penganggaran Berbasis
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan
telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa
optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun
manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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EVWERERRCIELELY
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LAYANAN KEUANGAN

“Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif,
efisien, dan akuntabel. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD




Ruang - Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
Lingkup pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

- Penjelasan mengenai penerapan

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 34: Layanan Keuangan




REFERENSI LAYANAN KEUANGAN

Perpres No. 95/2018 - SPBE
PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Keuangan Berbasis Elektronik
yang menyediakan layanan
diseminasi informasi yang
bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan pengelolaan
keuangan per triwulan

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Keuangan pada
IPPD yang ditayangkan oleh
sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki
Layanan Keuangan Berbasis
Elektronik yang
menyediakan layanan
interaksi seperti mencari
informasi dan mengunduh
e-dokumen terkait laporan
pengelolaan keuangan

Kriteria Bukti Dukung:

e Terdapat dokumentasi
yang menggambarkan
adanya fungsi yang
disajikan oleh sistem
aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada
fitur pencarian, upload
dan atau Download
dokumen keuangan

T

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis
Elektronik yang menyediakan layanan dimana
pengguna dapat mengunduh dan mengunggah
informasi Pengelolaan Keuangan dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi pencairan dana kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang
dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan keuangan
IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Keuangan Berbasis
Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa
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LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

“Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis
Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat
dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD

o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi




Ruang
Lingkup

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan secara
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan
berdasarkan kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa, wajib menggunakan SPSE yang telah ditetapkan sebagai
Aplikasi Umum

Indikator 35: Layanan Pengadaan Barang dan Jasa




REFERENSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perpres No. 95/2018 - SPBE

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

KepmenPANRB No. 1148/2021 - Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau progres
pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Pengadaan
Barang/Jasa pada IPPD yang
ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan,
mengunggah dan mengunduh
e-dokumen terkait laporan
pengelolaan pengadaan
barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download dokumen
pengadaan barang dan jasa

T

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan dimana pengguna dapat
mengunduh dan mengunggah informasi
Pengadaan dan sistem dapat merespon
pengguna dengan mekanisme persetujuan dan
validasi dalam penetapan pemenang pengadaan
barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(2/2) Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya,
seperti perencanaan,penganggaran dan/atau dengan layanan
pengadaan barang/jasa Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

® Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi

tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas

analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 secara

otomatis apabila sudah menggunakan aplikasi SPSE dan

memiliki Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral >80%

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya °

A
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Layanan Kepegawaian
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LAYANAN KEPEGAWAIAN

“Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang
efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik adalah keluaran yang
dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan
Kepegawaian IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Mandjemen Kepegawaian IPPD
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
o Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN




Ruang - Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
Lingkup pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

- Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

- Penjelasan mengenai penerapan

- Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 36: Layanan Kepegawaian




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN KEPEGAWAIAN

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Kepegawaian Berbasis Elektronik
yang menyediakan layanan
diseminasi informasi yang
bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau progres
pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Kepegawaian pada
IPPD yang ditayangkan oleh
sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Kepegawaian Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan interaksi seperti
mencari informasi dan,
mengunggah dan mengunduh
e-dokumen terkait
Pengelolaan Kepegawaian
seperti Daftar Riwayat Hidup
(DRH) Pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download dokumen
administrasi kepegawaian

T

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi Kepegawaian dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi dalam permohonan cuti
tahunan, tugas belajar, dsb

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 35

Layanan Kepegawqian

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
perencanaan, kearsipan dan/atau dengan layanan kepegawaian
Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis
Elektronik yang dapat ditingkatkan /dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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LAYANAN KEPEGAWAIAN

“Kearsipan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif,
efisien, dan akuntabel. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

« Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD

« Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

« Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang
terpadu




Ruang
Lingkup

Arsip terbagi menjadi:
o Arsip dinamis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan
o Arsip statis yang merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati
masa retensinya
Layanan Kearsipan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada

unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan kapabilitas
fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

o Penjelasan mengenai penerapan

o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
IPPD dalam melaksanakan Layanan Kearsipan Dinamis, wajib menggunakan
SRIKANDI yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum

Indikator 37: Layanan Kearsipan




REFERENSI LAYANAN KEARSIPAN

Perpres No. 95/2018 - SPBE

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
KepmenPANRB No. 679/2020 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Kearsipan Berbasis Elektronik
yang menyediakan layanan
diseminasi informasi yang
bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
arsip

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Kearsipan pada
IPPD yang ditayangkan oleh
sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Kearsipan Berbasis Elektronik
yang menyediakan layanan
interaksi seperti mencari
informasi dan, mengunggah
dan mengunduh e-dokumen
terkait pengelolaan arsip
seperti naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download dokumen terkait
kearsipan

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis
Elektronik yang menyediakan layanan dimana
pengguna dapat mengunduh dan mengunggah
informasi Pengelolaan Kearsipan dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi surat masuk dan surat
keluar dalam alur tata naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang
dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan kearsipan
Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kearsipan Berbasis
Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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Layanan Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah




LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian proses untuk
menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengelolaan BMN/BMD
Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai

manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah.”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang
Lingkup

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik telah
diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan
didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 38: Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah




REFERENSI LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH

Perpres No. 95/2018 - SPBE
PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 38

LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengelolaan BMN/BMD Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi barang milik
Negara/Daerah pada IPPD
yang ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengelolaan BMN/BMD
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan,
mengunggah dan mungunduh
e-dokumen terkait
Pengelolaan BMN/BMD seperti
daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download dokumen
inventarisasi barang milik
Negara/Daerah

T

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan
BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh
dan mengunggah informasi Pengelolaan
BMN/BMD dan sistem dapat merespon
pengguna dengan mekanisme persetujuan dan
validasi penghapusan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan.atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 38
LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya,
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan
Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD
Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




s

39

INDIKATOR39 ©

Layanan Pengawasan
Internal

] [/




LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

“Pengawasan internal adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan
internal yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik adalah
keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam
pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang
Lingkup

Layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik telah diterapkan secara
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan
berdasarkan kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 39: Layanan Pengawasan Internal




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengelolaan BMN/BMD Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi barang milik
Negara/Daerah pada IPPD
yang ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengelolaan BMN/BMD
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan,
mengunggah dan mungunduh
e-dokumen terkait
Pengelolaan BMN/BMD seperti
daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download dokumen
inventarisasi barang milik
Negara/Daerah

T

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan
BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh
dan mengunggah informasi Pengelolaan
BMN/BMD dan sistem dapat merespon
pengguna dengan mekanisme persetujuan dan
validasi penghapusan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan.atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya,
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan
Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD
Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




s

40

INDIKATOR40 ©

Layanan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi

] [/




LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

“Akuntabilitas Kinerja IPPD adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD
Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD

n

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang - Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis elektronik telah diterapkan
Lingkup secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan
berdasarkan kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 40: Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSILAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Akuntabilitas Kinerja Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Akuntabilitas
Kinerja pada IPPD yang
ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Akuntabilitas Kinerja Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan transaksi seperti
mencari informasi dan,
mengunggah dan mengunduh
informasi akuntabilitas kinerja

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download pelaporan pada
Layanan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas
Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh
dan mengunggah informasi Akuntabilitas kinerja
Organisasi, dan sistem dapat merespon
pengguna dengan mekanisme persetujuan dan
validasi

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis
Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya,
seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan
Akuntabilitas Kinerja IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja
Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/ dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat
berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
maupun manajemen layanan

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




s
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INDIKATOR 41 ©

Layanan Kinerja Pegawai

] [/




LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

“Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai IPPD
yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Kinerja Pegawai IPPD berbasis Elektronik merupakan
keluaran yang dihasilkan 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan
kinerja pegawai di IPPD”

TUJUAN/MANFAAT

o Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang o Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
Lingkup pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

o Penjelasan mengenai penerapan

o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 41: Layanan Kinerja Pegawai




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN KINERJA PEGAWAI

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 41 v

Layanan Kinerja Pegawai Level 3

('|I2) IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan

dimana pengguna dapat mengunduh dan

Level 2 : AL :
mengunggah informasi kinerja pegawai, dan
IPPD sudah memiliki Layanan sistem dapat merespon pengguna dengan
Kinerja Pegawai Berbasis mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja
Elektronik yang menyediakan pegawai
Level 1 layanan interaksi seperti
mencari informasi dan
IPPD sudah memiliki Layanan mengunduh e-dokumen terkait Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
Kinerja Pegawai Berbasis kinerja pegawai seperti daftar bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
Elektronik yang menyediakan penilaian kinerja pegawai download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
layanan diseminasi informasi transaksi data, validasi data, kemajuan status
yang bersifat satu arah kepada Kriteria Bukti Dukung: approval data, dan atau analitik data baik antar
PRI (B EMER SERE ® Terdapat dokumentasi yang pengguna maupun automasi

informasi laporan atau penilaian

menggambarkan adanya
kinerja pegawai s y

fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk

Kriteria Bukti Dukung: berinteraksi dengan

® Dokumentasi yang pengguna, seperti ada fitur
menggambarkan adanya pencarian, upload dan atau Level 4-5
informasi kinerja pegawai Download pelaporan pada
pada IPPD yang ditayangkan Layanan Kinerja Pegawai

oleh sistem aplikasi




INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

(2/2) Level 5
IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis
Level 4 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
IPPD sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik kebutuhan Instansi

yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Kinerja

pegawai IPPD lainnya Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

Kriteria Bukti Dukung: e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat

® Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan maupun manajemen layanan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas

analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




s
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INDIKATOR 42 ©

Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik

] [/




LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

“Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

TUJUAN/MANFAAT

« Menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
o Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik




Ruang
Lingkup

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik telah diterapkan secara
menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

o Penjelasan mengenai penerapan

o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Pelayanan
Publik, wajib menggunakan LAPOR-SP4N yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum

Indikator 42: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik




REFERENSI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Perpres No. 95/2018 - SPBE

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

KepmenPANRB No. 680/2020 Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengaduan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan
diseminasi informasi yang
bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Pengaduan
Pelayanan Publik pada
Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah yang ditayangkan
oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Pengaduan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan
mengunduh e-dokumen terkait
pengaduan pelayanan publik
seperti Daftar Pengaduan
Pelayanan Publik

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download pelaporan pada
Layanan Pengaduan Publik

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan dimana pengguna dapat
mengunduh  dan  mengunggah  informasi
Pengaduan Pelayanan Publik, dan sistem dapat
merespon  pengguna dengan  mekanisme
persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan
publik

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik antar
pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(2/2) Level 5
IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Level 4 Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan
IPPD sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik kebutuhan instansi

Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan
SPBE lainya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan

i . Kriteria Bukti Dukung:
layanan Pengaduan Pelayanan Publik IPPD lainnya

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

Kriteria Bukti Dukung: e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat

® Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan maupun manajemen layanan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas

analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
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INDIKATOR43 ©

Layanan Data Terbuka

] [/




LAYANAN DATA TERBUKA

“Layanan Data Terbuka (Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan
data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Data terbuka merupakan sekumpulan data
yang dikelola oleh IPPD yang dapat dibagi pakai oleh IPPD lain.”

TUJUAN/MANFAAT

« Menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang
Lingkup

Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 43: Layanan Data Terbuka




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN DATA TERBUKA

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan
Data Terbuka Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
penggunaan data terbuka

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi Data Terbuka pada
Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah yang ditayangkan
oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan
Data Terbuka Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan interaksi seperti
mencari informasi dan

mengunduh e-dokumen terkait

data terbuka seperti daftar
inventaris data yang dibagi
pakai

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi untuk
berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download data terbuka

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka
Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan
dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi data terbuka, dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi data terbuka.

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik
antar pengguna maupun automasi

Level 4-5



INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

(2/2) Level 5
IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis
Level 4 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan
IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik kebutuhan instansi

yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data

i Kriteria Bukti Dukung:
Terbuka IPPD lainnya

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

Kriteria Bukti Dukung: e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat

® Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan maupun manajemen layanan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas

analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




s
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INDIKATOR 44 ©

Layanan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)




LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM (JDIH)

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah serangkaian proses untuk menghasilkan
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

TUJUAN/MANFAAT

« Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan
akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang
Lingkup

Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

Penjelasan mengenai penerapan

Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 44: Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 44 .

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Level 3
(.II2) IPPD  sudah  memiliki Layanan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis
Level 2 Elektronik yang menyediakan layanan dimana
pengguna dapat mengunduh dan mengunggah
IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan informasi data terbuka, dan sistem dapat
Dokumentasi dan Informasi Hukum merespon  pengguna dengan mekanisme
Berbasis Elektronik yang menyediakan persetujuan dan validasi dokumentasi dan
Level 1 layanan interaksi seperti mencari informasi hukum
informasi dan mengunduh e-dokumen o . )
IPPD belum atau sudah memiliki terkait data terbuka seperti Keiteria Bukti Dukung:
Layanan Jaringan Dokumentasi dokumentasi dan informasi hukum e Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
dan Informa5| Hukum Bgrba5|s bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
Elektronik yang menyediakan Kriteria Bukti Dukung: download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi

layanan diseminasi informasi

e Dokumentasi yang transaksi data, validasi data, kemajuan status
yang bersifat satu arah kepada

menggambarkan adanya fungsi approval data, dan atau analitik data baik

pengsuna e e el - yang disajikan oleh sistem aplikasi antar pengguna maupun automasi
informasi laporan atau statistik

dokumentasi dan informasi
hukum

untuk berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau

Download produk hukum
Kriteria Bukti Dukung: Level 4-5

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi produk hukum
pada Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
yang ditayangkan oleh sistem T
aplikasi




INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(2/2) Level 5
IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan
Level 4 Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang telah
ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi
dengan layanan SPBE lainya, seperti kearsipan, kepustakaan
dan/atau dengan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang
disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat

Kriteria Bukti Dukung: berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan,
® Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil maupun manajemen |ayanan
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas

dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE




()
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INDIKATOR45 ©

Layanan Publik Sektoral 1

] [/




LAYANAN PUBLIK SEKTORAL1

“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan
fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

TUJUAN/MANFAAT

o Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang « Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada

Lingkup indikator 32-44

« Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa
layanan yang bersifat Government to Citizen (G to C), Government to Business
(G to B), maupun Governemt to Government (G to G) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

« Layanan Publik Sektoral 1 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
o Penjelasan mengenai penerapan
o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 45: Layanan Publik Sektoral 1




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 45

Layanan Publik Sektoral 1

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki
Layanan Publik Sektor Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi layanan sektoral
pada Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
yang ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi dan mengunduh e-
dokumen terkait layanan publik sektor
seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya fungsi
yang disajikan oleh sistem aplikasi
untuk berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi data terbuka, dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik
Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik
antar pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 45

Layanan Publik Sektoral 1

(2/2) Level 5

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan
Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan
telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

® Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

® |PPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 secara
langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang apabila
sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung
penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi
Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan,
Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi,
stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll).

A
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Layanan Publik Sektoral 2

] [/




LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 2

“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan
fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

TUJUAN/MANFAAT

o Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang « Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada

Lingkup indikator 32-44

« Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan
yang bersifat Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B),
maupun Governemt to Government (G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

« Layanan Publik Sektoral 2 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
o Penjelasan mengenai penerapan
o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 46: Layanan Publik Sektoral 2




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 2

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 46

Layanan Publik Sektoral 2

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki
Layanan Publik Sektor Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi layanan sektoral
pada Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
yang ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi dan mengunduh e-
dokumen terkait layanan publik sektor
seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya fungsi
yang disajikan oleh sistem aplikasi
untuk berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi data terbuka, dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik
Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik
antar pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 46

Layanan Publik Sektoral 2

(2/2) Level 5

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti
layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan
Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan
telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

® |PPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 secara
langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang apabila
sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung
penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi
Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan,
Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi,
stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll).

A
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Layanan Publik Sektoral 3

] [/




LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 3

“Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan
fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel.”

TUJUAN/MANFAAT

o Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
o Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE




Ruang
Lingkup

Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada
indikator 32-44
Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan
yang bersifat Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B),
maupun Governemt to Government (G to G) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Layanan Publik Sektoral 3 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh
pada unit kerja / perangkat daerah dan didokumentasikan berdasarkan
kapabilitas fungsi teknis

o Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi

o Penjelasan mengenai penerapan

o Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

Indikator 47: Layanan Publik Sektoral 3




PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 3

« Perpres No.95/2018 - SPBE
« PermenPANRB No0.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
. Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 47

Layanan Publik Sektoral 3

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki
Layanan Publik Sektor Berbasis
Elektronik yang menyediakan
layanan diseminasi informasi
yang bersifat satu arah kepada
pengguna layanan seperti
informasi laporan atau statistik
layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya
informasi layanan sektoral
pada Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
yang ditayangkan oleh sistem
aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang
menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi dan mengunduh e-
dokumen terkait layanan publik sektor
seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumentasi yang
menggambarkan adanya fungsi
yang disajikan oleh sistem aplikasi
untuk berinteraksi dengan
pengguna, seperti ada fitur
pencarian, upload dan atau
Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik
Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan
layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah informasi data terbuka, dan sistem
dapat merespon pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik
Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

e Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk
bertransaksi, selain adanya upload dan/atau
download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi
transaksi data, validasi data, kemajuan status
approval data, dan atau analitik data baik
antar pengguna maupun automasi

Level 4-5




INDIKATOR 47

Layanan Publik Sektoral 3

(2/2) Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik
yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik

. . . Kriteria Bukti Dukung:
yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti ) ) o
layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan - Dl e m R e E ey U e elselan
Publik Sektor [PPD Iainn'ya telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya

e Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak
lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis
komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 secara
langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang apabila
sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung
penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi
Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan,
Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi,
stunting, penggunaan produk dalam negeri, dll).

Kriteria Bukti Dukung:

e Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil °
integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan
pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

A
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